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ABSTRAK 
 
Harry Saputra Alam (B111 11 013), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten 
Enrekang, (dibimbing oleh Muhadar sebagai pembimbing I dan Hj. Nur 
Azisa sebagai pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di 
Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya 
penanggulangannya sera kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak 
kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di 
Kabupaten Enrekang. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, 
khususnya pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Enrekang 
dan wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan di 
lapangan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua 
cara yaitu : 1. Data primer, (wawancara langsung dengan narasumber 
(Produsen, Pengedar, dan Konsumen) serta pihak Kepolisian Resor 
(Polres) Kabupaten Enrekang). 2. Data sekunder, dilakukan dengan 
mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para 
sarjana, membaca beberapa referensi buku. Data yang diperoleh 
kemudian disususun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kabupaten 
Enrekang mengedarkan minuman keras tradisional/ballo adalah: a). 
Faktor Ekonomi b). Faktor Keluarga c). Lingkungan Sosial; Faktor-faktor 
yang menjadi alasan masyarakat di Kabupaten Enrekang mengkonsumsi 
minuman keras tradisional/ballo adalah: a). Faktor Lingkungan Sosial b). 
Faktor Keluarga c). Karena Tugas Negara d). Sebagai Hiburan/penghilang 
rasa stress dan pengantar tidur; Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di 
Kabupaten Enrekang, yaitu: a). Upaya Pre-emtif b). Upaya Preventif c). 
Upaya Represif. Adapun kendala-kendala pihak kepolisian dalam 
menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten 
Enrekang, yaitu:  a). Tempat produksi dan tempat untuk meminum 
minuman keras tradisional itu sulit dijangkau. b). Sebahagian dari 
konsumen membeli minuman keras tradisional di wilayah Kabupaten 
Enrekang dan meminumnya dibagian perbatasan kemudian mabuknya di 
kabupaten Enrekang. c). Kadar alkohol dari minuman keras 
tradisional/ballo sulit diidentifikasi apabila sudah beberapa hari. d). Masih 
kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membantu 
menanggulangi peredaran minuman keras tradisional/ballo di Kabupaten 
Enrekang.  
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ABSTRACT 
 
Harry Saputra Alam (B111 11 013), Criminology Review Towards Crimes of 
Traditional Liquor Distribution in Enrekang. Supervised by Mr. Muhadar as 
Supervisor I and Hj. Nur Azisa as Supervisor II.  
 This research is aimed to determine factors that cause the distribution of 
traditional liquor in Enrekang, and also to understand the steps and preventive 
efforts taken by the police. Furthermore, to understand the obstacles faced by the 
police in handling these crimes in Enrekang.  
This research was taken place in Enrekang, South Sulawesi, specifically 
in Police Office of Enrekang and interview with related speakers in field was 
taken place. The author was using two techniques in collecting the data, such as: 
1. Primary Data (direct interview with the speakers, (manufacturers, dealers, and 
consumers) also Police Officers in Enrekang). 2. Secondary data, collected by 
literature researches through laws, regulations, scientific papers of scholars, and 
some reference books. The obtained data were compiled and being described 
and analyzed using qualitative descriptive analysis. 
 Factors that affecting people in Enrekang distributing traditional liquor / 
ballo are: a). Economic Factors b).Family Factors c). Social environment. 
Besides, Factors that causing people in Enrekang consuming traditional liquor / 
ballo are: a). Social Environmental Factors b).Family Factors c).State Task 
d).Leisure / relieving stress and as lullabies. Next, efforts taken by the police 
officers in handling the distribution of tradional liquor in Enrekang, are: a) Pre-
emtive Efforts b) Preventive efforts and c) repressive efforts. Moreover, the 
obstacles faced by the police officers in handling these crimes, are: a) Production 
and Drinking Places are difficult to reach; b) Most of the consumers buy the liquor 
in Enrekang, drink nearly in the district border and get drunk in Enrekang; c). 
Alcohol levels of traditional liquor / balloare difficult to be identified when they 
have stayed for a few days; d). There are still a lack of awareness and 
participations in helping to overcome the distributions of traditional liquor / ballo in 
Enrekang. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi ini masyarakat semakin cepat berkembang, 
dimana perkembangan itu tidak selalu diikuti dengan proses penyesuaian 
diri tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma 
tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik 
jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan 
masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir 
masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan 
pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan pola pikir 
masyarakat tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya 
berdampak negatif. Kemajuan teknologi kerap kali digunakan masalah 
sebagai modus operandi kejahatan. Hal tersebut merupakan tantangan 
bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk dapat mencari cara untuk 
menanggulanginya sehingga mampu menciptakan rasa aman dan tentram 
di dalam masyarakat . 
Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi 
terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang 
dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan 
Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 
Tidak dipungkiri Indonesia sebagai negara yang masih berkembang 
tentunya tidak terlepas dari pengaruh zaman yang mengglobalisasi atau 
perkembangan zaman yang mendunia. Perkembangan yangterjadi sudah 
mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman yang 
mendunia ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara 
Indonesia yang sedang berkembang ini, melainkan juga berdampak pada 
perkembangan masyarakat, perilaku masyarakat, pergeseran budaya 
dalam masyarakat, serta gaya hidup masyarakatnya yang meniru gaya 
hidup di Negara-negara yang telah maju. 
Selain itu, permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu 
mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika 
perkembangan masyarakatnya. Begitupun juga masyarakat Kabupaten 
Enrekang yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan yang diapit oleh dua Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Pinrang 
dan Kabupaten Tana Toraja akan terus  terus mengalami yang namanya 
perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Salah satu hal negatif 
yang berkembang di Kabupaten Enrekang dewasa ini adalah banyak 
3 
bermunculan kejahatan berupa peredaran minuman keras tradisional. 
Minuman keras sekarang ini memang sangat hangat diberitakan di 
beberapa daerah di Indonesia. Karena minuman keras ini merupakan 
awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak 
kejahatan di dalam masyarakat. 
Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal 
yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk 
dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-
dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan 
terutama kesehatan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari 
minuman keras mulai dari perkelahian remaja, timbulnya kesenjangan 
antara  kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum daerah 
yang satu dengan peminum daerah yang lainnya, serta kemiskinan yang 
semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak 
terhadap kesehatan masyarakat. 
Perkembangan penyebaran minuman keras tradisional di 
Kabupatan Enrekang sudah sangat memperihatinkan. Karena dalam 
masyarakat, bukan hanya orang dewasa yang mengonsumsi minuman 
keras tetapi kebanyakan pengonsumsinya adalah anak-anak usia remaja. 
Dan kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah penerus Bangsa 
ini, bagaimana nasib Bangsa ini jika anak remajanya yang akan tumbuh 
tidak sesuai yang kita cita-citakan bersama. 
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Selain itu, penyebaran minuman kerasakan membawa dampak 
pada tingkat kriminalitas yang meresahkan di dalam masyarakat. Maka 
dari itu,kita sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif untuk 
mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Tujuan 
kita adalah untuk mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang 
dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan diri 
sendiri maupun orang yang berada di sekelilingnya. Baik masyarakat 
sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa 
rasa kepedulian dan persaudaraan kita terhadap mereka, berarti sama 
halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta cikal 
bakal kehancuran Bangsa ini. 
Setelah memperhatikan latar belakang yang telah dibahas diatas, 
muncul ide di benak penulis untuk mengangkat judul “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional 
Di Kabupaten Enrekang”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis 
mengangkat rumusan masalah sebagai berikut ; 
1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab kejahatan 
peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang ? 
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional 
di Kabupaten Enrekang ? 
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3. Apa kendala-kndala pihak kepolisian dalam menanggulangi 
peredaran minuman keras tradisional/ballo di Kabupaten 
Enrekang ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dan berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan peredaran 
minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional 
di Kabupaten Enrekang. 
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak 
kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras 
tradisional/ballo Di Kabupaten Enrekang. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini 
dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 
sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
hukum, khususnya terkait dengan pengembangan kajian hukum 
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pidana. Di samping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para 
peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis. 
 
2. Dari segi praktis, memberikan informasi   sebagai pertimbangan 
ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik 
bagimasyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang 
terkait dalam proses menanggulangi kejahatan peredaran minuman 
keras tradisional di Kabupaten Enrekang pada khususnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian 
1. Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pegetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu kata crime yang berarti 
kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
dapat berarti ilmu tentang kejahatan.1 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan defenisi kriminologi 
sebagai berikut : 
a) Edwin H. Sutherland : Criminology is the body of knowledge 
regarding deliquency and crime as social phenomena 
(kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. 
b) W.A. Bonger : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan untuk menyilidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
c) J.Constant : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 
terjadinya kejahatan dan penjahat. 
d) WME. Noach :kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.2 
 
 
                                                             
1
 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar:Pustaka Refleksi, 2010, h.1. 
2
 Ibid.h.2. 
8 
2. Kejahatan 
Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi 
oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan 
masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Kejahatan 
sebagaimana dikatakan oleh Saiichiro Ono, merupakan suatu universal 
fenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga 
kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa lalu.3 
Kejahatan dalam Bahasa Inggris “crime” dan kejahatan dalam 
Bahasa Belanda “Misdaad” yang berarti kelakuan atau prilaku kejahatan, 
atau perbuatan kejahatan.4 
Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat 
sehinggah ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat 
karena sifatnya melanggar hukum serta undang-undang pidana. 
Van Bemmelen menyatakan bahwa:5 
“Kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan 
merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan 
dalam suatu masyarakat tertentu, sehinggah masyarakat itu berhak 
untuk mencelahnya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan 
itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena 
kelakuan tersebut.” 
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 Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana 
Khusus, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2009, h.33. 
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 Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme.Perspektif Agama, Ham dan Hukum, 
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5
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Edwin Sutherland menekankan bahwa:6 
“Kejahatan memiliki ciri pokok yaitu dari kejahatan itu ada perilaku 
yang dilarang oleh negara terhadap perbuatan itu negara bereaksi 
dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.” 
 
Sebagaimana teori differential assocciation yang dijelaskan oleh 
Edwin Sutherlan dan Donald Cressey:7 
“Bahwa kejahatan itu tidak diwariskan melainkan dipelajari. 
Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain 
melalui proses komunikasi. Pokok proses belajar kejahatan 
berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim.” 
 
Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin 
tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula 
pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan 
peradaban (crime is a shadow of civilization).8 
Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau 
dari sudut pandang hukum (lega defenition of crime), maupun ditinjau dari 
sudut pandang masyarakat (sociological definition of crime).9 
Secara etimologi, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia 
yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, mencuri, 
merampok, menipu, korupsi dan lain-lain. Dalam pengertian yuridis 
membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh 
Negara. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
tidak dijelaskan pengertian kejahatan secara mendetail, akan tetapi 
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 Ibid.h. 53. 
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 Ibid h. 54. 
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 A. S.  Alam, Op. Cit. h. 15. 
9
 Ibid h.19. 
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kejahatan itu diatur dalam buku dua KUHP yaitu Pasal 104 sampai 
dengan Pasal 488 KUHP.  
R. Soesilo dalam bukunya menyebutkan bahwa:10 
“Kejahatan secara yuridis adalah kejahatan untuk semua perbuatan 
manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang 
disebutkan dalam KUHP. Misalnya pembunuhan adalah perbuatan 
yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP yang mengatur 
barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun (15 tahun).” 
 
W.A. Bonger menyatakan bahwa:11 
“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar 
mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan 
kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal 
definitions) mengenai kejahatan.” 
 
Menurut Romli Atmasasmita :12 
“Kejahatan dipandang sebagai akibat logis dari proses interaksi 
antarpelaku kejahatan dengan lingkungannya. Dengan demikian 
kejahatan bukanlah dipandang sebagai sesuatu yang unik, 
melainkan keunikan itu terletak pada kualitas reaksi lingkungan 
(masyarakat) terhadap tingkah laku yang bersangkutan.” 
 
Lebih lanjut A.S. Alam memberikan dua sudut pandang tentang 
kejahatan, yaitu sebagai berikut:13 
1) Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). 
Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang 
melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-
undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan 
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 R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Bogor: 
Politea, 1985, h. 13. 
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 A.S. Alam, Op.Cit.,hlm. 14. 
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 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung:RefikaAditama, 
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 A.S. Alam, Op.Cit.,h. 16. 
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seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, 
perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan 
melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana 
Indonesia. Sesungguhnya melacurkan diri sangat jelek dilihat dari 
sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya. 
Namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi 
hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang 
berlaku.  
2) Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological 
point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
di dalam masyarakat.  
 
Gerson W. Bawengan membagi tiga pengertian kejahatan menurut 
penggunaannya masing-masing, yaitu:14 
1) Pengertian secara praktis  
Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang 
merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, 
kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat 
yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun 
pengecualian.  
2) Pengertian secara religius  
Kejahatan dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan 
dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api 
neraka terhadap jiwa yang berdosa.  
3) Pengertian secara yuridis  
Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat 
misalnya dalam KUHP hanyalah setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang 
disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat menjumpai hukum 
pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi, atau pada 
ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan. 
 
Hal itu sejalan dengan A.Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono 
yang memberikan penjelasan mengenai kejahatan sebagai berikut:15 
1) Segi sosiologi  
Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan 
dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada 
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 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual, 
Jakarta: PT. Refika Aditama, 2001, h. 27. 
15
 Ibid h. 18. 
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perbuatan amoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari 
sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan.  
2) Segi psikologi  
Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada 
tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma- norma 
yang berlaku di masyarakat.  
3) Segi yuridis  
Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. 
 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa pendefinisian suatu kejahatan dapat dilihat dari 
berbagai sudut pandang. Namun hal pokok dari suatu kejahatan adalah 
sikap, perilaku, dan tindakan yang telah bertentangan dengan nilai-nilai 
dalam masyarakat dan/atau sikap, perilaku, dan tindakan yang telah 
dirumuskan oleh negara sebagai kejahatan. 
Telah diuraikan di atas, bahwa kejahatan itu merupakan bagian 
kehidupan manusia sehari-hari, sehingga dengan demikian harus 
diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan. 
Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu 
dipikirkan oleh para ilmuwan. Thomas Aquino (1226-1274) memberikan 
beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan.16 
“Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-
boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi 
pencuri. Kejahatan adalah perbuatan jahat, yang mengingkari fitrah 
kemanusiaan. Setiap perbuatan atau tindakan merusak, 
mempengaruhi atau merubah sistem dalam arti luas, melanggar 
norma-norma yang disepakati untuk ditaati, adalah jahat. Dengan 
demikian kejahatan dapat merugikan masyarakat.” 
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 Topo Santoso, S.H, M.H dan Eva Achjani Zulva, Kriminologi, Jakarta:Rajawali Pers, 
2012, h. 1 
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Pengertian kejahatan dapat ditinjau atas dua sudut pandangan 
yang berbeda:17 
Batasan kejahatan dari sudut pandangan hukum (a crime from the 
legal point of view) adalah segala tingkah laku yang melanggar 
hukum pidana, sedangkan kejahatan dari pandangan masyarakat 
(a crime from the social point of view) adalah setiap perbuatan-
perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dan 
berlaku di dalam masyarakat. 
 
Untuk lebih jelasnya tentang kedua sudut pandangan yang 
dikemukakan di atas, dapat dikutip beberapa pendapat kriminologi, yaitu:  
a. W. A. Bonger (1982 : 23) merumuskan pengertian kejahatan 
yaitubahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial 
yang oleh negara ditentang dengan sadar.18 
b. R. Soesilo (1985: 19) mengemukakan pengertian kejahatan         
yaitusuatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan) jika 
perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif 
yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, terlepas dari 
pada hal apakah asas tersebut dicantumkan dalam undang-
undang pidana.19 
 
Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin 
tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula 
pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan 
peradaban Secara etimologi, kejahatan merupakan suatu perbuatan 
manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, 
mencuri, merampok, menipu, korupsi dan lain-lain. Dalam pengertian 
yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan 
oleh Negara. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) tidak dijelaskan pengertian kejahatan secara mendetail, akan 
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tetapi kejahatan itu diatur dalam buku dua KUHP yaitu Pasal 104 sampai 
dengan Pasal 488 KUHP.  
 
3. Peredaran 
Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk 
penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan 
pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan. Produksi adalah setiap 
kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan permentasi, 
menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit 
sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan. Mengkomsumsi adalah 
kebiasaan karena ketergantungan minuman jenis minuman jenis minuman 
beralkohol serta menghisap, menyedot, memasukkan ke dalam tubuh 
dengan alat suntik jenis Narkotika dan Obat Psikotropika. 
Peredaran menurut kamus Tata Hukum Indonesia:20 
Adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan 
yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, 
dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, 
ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan 
pengangkutan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang 
menyangkut penjualan serta pengangkutan, penyerahan, 
penyimpanan dengan maksud untuk dijual 
 
4. Minuman Keras / Beralkohol 
 Pada hakekatnya, pengertian minuman keras dan minuman 
beralkohol tidak sama. Pada Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang 
tahun 2003 Nomor 16  mengenai Peraturan  Daerah Kabupaten Enrekang 
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Nomor 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol 
yang ditetapkan di Enrekang pada tanggal 9 Juli 2003 oleh Bupati 
Enrekang H. Iqbal Mustafa dan selanjutnya diundangkan di Enrekang 
pada tanggal 9 Juli  2003, merumuskan pengertian minuman keras 
sebagai berikut : 
 Minuman keras adalah semua jenis minuman bukan obat yang 
mengandung kadaralkohol yang dapat memabukkan bagi yang 
meminumnya. 
 
Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah 
Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap 
Minuman Beralkohol yang menyatakan sebagai berikut : 
 Ruang lingkup pengaturan mengenai minuman beralkohol dalam 
Peraturan Daerah ini adalah segala kegiatan yang berhubungan 
dengan produksi, peredaran, penjualan dan peminum minuman 
beralkohol yang memiliki kadar alkohol 1%  keatas termasuk tuak 
pahit dan sejenisnya. 
 
Sementara pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, menyatakan tujuan 
pengaturan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah adalah untuk: 
a. Meningkatkan usaha-usaha antisipasi terhadap bahaya yang 
dapat ditimbulkan dari pengaruh minuman beralkohol. 
b. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. 
c. Menjagah dan memelihara kualitas dan kesehatan masyarakat. 
 
Adapun ketentuan Pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2003 Kabupaten Enrekang tentang Larangan Terhadap 
Minuman Beralkohol tersebut adalah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu : 
Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan atau (2) 
Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 
(enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- 
(lima juta rupiah). 
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Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia NO.86 / MEN .KES / PER / IV / 77 tentang minuman 
keras dijelaskan bahwa “Minuman keras adalah semua jenis minuman 
beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, 
minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C”. 
 Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pada Pasal 1 
dijelaskan: 
 Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam keputusan 
Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang 
diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat 
dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa 
destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan perlakuan 
terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara 
pengenceran minuman mengandung ethanol. 
 
 Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas, yaitu bahwa 
minuman keras adalah minuman tersebut yang mengandung alkohol, jadi 
jika minuman tersebut tidak mengandung alkohol atau kadar alkoholnya 
kurang dari 1% tidak digolongkan sebagai minuman keras. 
 Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor : 20 / M –DAG / PER/ 4 / 2014 Tentang  
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan 
Penjualan Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta tahun 2014 
oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis 
dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
golongan sebagai berikut: 
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a. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C2H5OH) 1 % 
(satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus) 
b. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C2H5OH) 5 % 
(lima perseratus) sampai 20 %  (dua puluh perseratus) 
c. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C2H5OH) 20 
%  (dua puluh perseratus) sampai 55 %  (lima puluh lima 
perseratus) 
 
Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang 
termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang 
dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak 
seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman 
keras. 
Untuk menyelamatkan umat, terutama umat islam dari minuman 
keras, Lukman Harun mengemukakan bahwa :21 
Karena itu, untuk menyelamatkan umat Islam dari kehancuran 
akibat minuman keras, harus diantisipasi sedini mungkin. Gubernur 
dan Walikota/Bupati harus peka terhadap peredaran minuman 
keras. Untuk di Indonesia yang mayoritas muslim harus lebih tegas 
dalam menetapkan larangan minuman keras. 
 
Selanjutnya M. Nur Abdurrahman mengemukankan bahwa :22 
Maka diharapkan pula seyogyanya Kepres No.3 Tahun 1997 
tentang pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol hanya 
bersifat taktis, yaitu suatu langkah dalam tahap sasaran antara 
untuk menuju kepada tahapan akhir yang bersifat srategis yaitu 
pemerintah bersama dengan DPR membuat Undang-Undang 
supaya miras jauh dari seluru masyarakat Indonesia (Tutup pabrik 
Miras). 
 
 Menurut Hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol 
dalam produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian 
pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP. POM) Majelis Ulama Indonesia 
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pada tanggal 30 September 1993 bertempat di Jakarta, memutuskan 
beberapa pendapat beberapa diantaranya adalah: 
 Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi 
bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras 
gongan B, dan minuman keras golongan C. (Per. Menkes No. 86 / 
1977) 
 
Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman-minuman 
sejenisnya yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman 
beralkohol. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap 
dinamakan minuman beralkohol. Meminum minuman beralkohol, sedikit 
atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan 
kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan 
menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol. 
Minuman keras jika dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam, 
merupakan hal yang dilarang, akan tetapi adanya ketentuan Keputusan 
Presiden RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Minuman Beralkohol dan Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 
86/Men.Kes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras itu berarti melegalkan 
penjualan minuman keras. Edi Sudrajat dan Yadi Sastro mengemukakan 
bahwa:23 
 Di satu sisi, mungkin tak aka nada yang mencibir niat luhur 
pemerintah itu. Namun,  ini dapat berarti melegalkan miras. Dengan 
kata lain melalui aturan ini menjadi sah diperjual belikan. Bahkan 
produsen dan penjual dilindungi oleh hukum dan aparat Negara. 
Sementara dalam ajaran Islam jelas haram hukumnya. 
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 Menelaah pendapat Edi Sudrajat dan Yadi Sastro tersebut di atas, 
ternyata Perda yang dibuat oleh setiap daerah sesungguhnya jika dilihat 
dari konteks hukum Islam termasuk hal yang dilarang untuk digunakan 
karena objeknya temasuk kategori haram hukumnya, akan tetapi dengan 
adanya Peraturan Menteri tersebut melegalkan penjualan minuman keras 
jika yang bersangkutan mempunyai izin penjualan minuman keras. 
 Selain masalah tersebut di atas, juga untuk dapat menutup pabrik 
minuman keras merupakan suatu masalah yang sangat mendasar karena 
pajak yang diperoleh dari minuman keras tersebut salah satu sumber 
devisa Negara. Karena latar belakang inilah minuman keras senantiasa 
hangat dipersoalkan. 
 
B. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol 
 Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman 
keras / Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut : 
1. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 
tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / MEN.KES / PER / IV / 
77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang 
izin minuman keras. 
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 
2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap 
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. 
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Peraturan ini Mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. 
4. Khusus di Kab. Enrekang diatur oleh Peraturan Daerah Kab. 
Enrekang Nomor 11 tahun 2003 tentang Larangan Terhadap 
Minuman Beralkohol. 
Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas yang mengatur 
tentang izin penjualan minuman keras, menunjukkan bahwa penjualan 
minuman keras tidak akan habis–habisnya dipersoalkan. Hal ini 
disebabkan karena bukan saja menimbulkan permasalahan hukum, 
agama dan kesehatan tetapi juga dapat menimbulkan masalah ekonomi. 
Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama 
dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men-
Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras dan sama dengan Peraturan 
Daerah Kab. Enrekang  11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap 
Minuman Beralkohol. Perbedaannya terletak pada penamaan dimana 
dalam keputusan Presiden dan Peraturan Daerah Kab.Enrekang 
memberikan nama minuman keras. Menurut penulis, Keputusan presiden 
cakupannya lebih luas  karena semua minuman yang mengandung 
alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan. 
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Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20 / M-DAG / PER 
/ 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, 
Peredaran, dan Penjualan Minuman BeralkoholPasal 31 ayat (2) 
mengemukakan bahwa : 
Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau 
memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi 
dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. 
 
Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf F dijelaskan 
bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri 
kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam 
Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa: 
Pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara 
tradisional dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 
berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan. 
 
Pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 11 
Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol, 
menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pengawasan minuman 
beralkohol dilakukan oleh beberapa aparat pemerintahan Daerah yaitu: 
Dalam melakukan pengawasan dan penertiban, Bupati membentuk 
suatu tim pengawasan dan penertiban yang keanggotaannya 
secara terpadu dari berbagai instansi terkait, Kepolisian dan Kodim 
di Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan 
penertiban terhadap minuman beralkohol yang melanggar 
ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini. 
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Berkaitan dengan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa 
pemberian izin peredaran minuman keras / minuman beralkohol adalah 
kewenangan Depertemen Kesehatan berkoordinasi dengan  Depertemen 
Perdangan. Sedangkan izin usaha penjualan minuman keras serta 
pengawasan dan pengendaliaannya di lapangan adalah kewenangan 
Pemerintah Daerah. 
Menjual minuman keras / minuman beralkohol tentunya dapat 
menimbulkan berbagai dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat 
menimbulkan atau meningakatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan 
masyarakat dan lain-lain sebagainya. Peraturan Daerah Kab.Enrekang 
Nomor 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol 
merupakan salah satu instrument hukum tentang larangan terhadap 
minuman keras diatara sekian banyak dasar hukum tentang larangan 
terhadap minuman keras. Menurut pendapat penulis bahwa Perda Kab. 
Enrekang lebih menekankan pada larangan untuk mengonsumsi minuman 
beralkohol sehinggah dapat memanimalisir angka kejahatan akibat dari 
meminum-minuman keras/beralkohol. 
S.F Marbun mengemukakan bahwa:24 
“Fungsi pajak merupakan sumber untuk memasukkan uang 
sebanyak-banyaknya pada kas Negara yang kemudian 
dipergunakan untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran Negara 
yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan yang umunya 
digunakan untuk pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulerend 
suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada 
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dalam bidang ekonomi yang banyak ditunjukan pada sektor 
swasta”. 
 
Dengan demikian dasar hukum penjualan minuman keras jika 
dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 11 Tahun 
2003 bertujuan untuk melarang adanya  penjualan minuman keras seperti 
yang dikatakan E. Ultrecht bahwa:25 
“Tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat mengatur, 
menerbitkan dan membimbing penghidupan ekonomis bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang merupakan 
jalinan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan 
atas kerukunan.” 
 
C. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Romli menjelaskan perspektif teori kriminologi untuk masalah 
kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian:26 
 Yang pertama disebut titik pandang secara makro 
(macrotheories). Titik pandang makro ini, menjelaskan 
kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya, 
yang menitik beratkan kejahatan pada pelaku kejahatan. 
misalnya teori anomi dan teori konflik. 
 Titik pandang yang kedua disebut titik pandang secara mikro 
(microtheories) Titik pandang secara mikro ini menjelaskan 
mengapa seseorang atau kelompok dalam masyarakat 
melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat 
terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan dan 
terdapat pula individu atau sekelompok individu yang tidak 
melakukan suatu kejahatan. 
 Titik pandang yang ketiga adalah Bridging teori yaitu teori-teori 
yang tidak atau sulit dikategorikan ke dalam, baik macrotheories 
maupun microtheories. Teori-teori yang termasuk ke dalam 
kategori ini menjelaskan bagaimana seseorang atau 
sekelompok orang menjai penjahat. Sebagai contoh, teori 
subkultural dari teori differential opportunity. 
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Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab 
kejahatan dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian:27 
1. Teori Anomie (Ketiadaan Norma)  
Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan 
teori ini yaitu : 
a. Emile Durkheim 
Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan 
penjelasan pada “normlessness, lessens social control”, bahwa 
kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya 
pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan individu 
sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali 
terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim perilaku individu 
tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga 
dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya. 
Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian 
sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari 
individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim memandang bahwa 
suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat 
modern, maka kedekatan (intimacy) yang diperlukan untuk melanjutkan 
seperangkat norma-norma umum (a common set of rules) juga akan 
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merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta 
harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan 
individu lainnnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak 
mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga 
masyarakat tersebut berada pada kondisi anomi. 
b. Robert Merton 
Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robert 
Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan 
struktur dalam masyarakat (social structure). Pada dasarnya semua 
individu memiki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, 
namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka 
memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan 
yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (social mobility) 
membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi 
untuk mencapai tujuan tersebut. 
c. Cloward dan Ohlin  
Teorinya lebih menekankan adanya Differential Opportunity, dalam 
kehidupan dan struktur masyarakat. Mereka mengatakan bahwa para 
kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih satu tipe subkultural 
lainnya (gang yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung 
pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan 
mereka). 
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d. Cohen 
Teori Anomie Cohen disebut Lower Class Reaction Theory. Inti 
teori ini adalah delinkuensi timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-
nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai 
tidak adil dan harus dilawan. 
2. Teori Penyimpangan Budaya (Culture Deviance Theories) 
Teori penyipangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940.Teori 
ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan 
sosial (social forces) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang 
kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (lower class). 
Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan 
tingkahlaku didaerah-daerah kumuh (slum area) akan membuat benturan 
dengan hukum-hukum masyarakat. 
3. Teori Contro Sosial (Control Social Theory) 
Teori ini merujuk pada setiap persfektif yang membahas ihwal 
pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori 
kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinguency dan kejahatan 
yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara 
lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. 
Tiga perspektif Teori Kejahatan menurut Topo Santoso dan Eva 
Achjani Zulfa, yaitu:28 
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a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis 
1) Cesare Lombroso (1835-1909) 
Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak 
tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu 
studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. 
Ajaran Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa. Penjahat 
mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda 
dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat 
mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam 
karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi. 
Teori Lambrosotentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) 
menyatakan bahwapara penjahat adalah suatu bentuk yang lebih 
rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka 
yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding 
mereka yang bukan penjahat”. Mereka dapat dibedakan dari non-
kriminal melalui beberapa atavistic stigmataciri-ciri fisik dari 
makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-
benar menjadi manusia. Lambroso beralasan bahwa seringkali para 
penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, 
suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk carnivora yang 
merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan 
bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi 
28 
mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan 
mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.29 
2) Enrico Ferri (1856-1929)  
Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui 
studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik 
(seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial 
(seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Dia juga 
berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan 
perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol 
kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan 
sebagainya. 
3) Raffaele Garofalo (1852-1934) 
Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada 
bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia 
sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). 
Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) 
ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli 
pandangan pembuat hukum,dan tidak ada masyarakat yang 
beradab dapat mengabaikannya. 
Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral 
dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain).30 
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4) Charles Buchman Goring (1870-1919) 
Goring menyimpulkan bahwatidak ada perbedaan-perbedaan 
signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam 
hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati lebih kecil dan 
ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan 
dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, 
tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.31 
b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif 
psikologis 
1) Samuel Yochelson dan Stanton Samenow Yochelson  
Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang 
umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya 
berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang 
merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak 
bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan 
mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa 
ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi 
yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. 
2) Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)  
Teori psikoanalisa, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang 
mempelajari kejahatan, yaitu : Tindakan dan tingkah laku orang 
dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa 
                                                             
31
Ibidh. 41. 
30 
kanak-kanak mereka, Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar 
adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin 
mengerti kesalahan, Kejahatan pada dasarnya merupakan 
representasi dari konflik psikologis. 
c. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif 
Sosiologis  
Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis 
dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan 
perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, 
yang menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan 
budaya.  
1) Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan 
melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha 
mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama 
lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana 
berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka 
kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-
norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di 
satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan 
orang lain. 
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2) Robert K. Merton 
Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi 
kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan 
secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. 
Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Kejahatan 
dapat timbul karena adanya dua macam factor yaitu:32 
a) Faktor pembawaan 
Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan 
atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobi. 
Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu 
dilahirkan ke dunia seperti: keturunan/anak-anak yang berasal 
dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan 
diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh 
tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya 
usia ikut pula menentukan 32 tingkat kejahatan. Dalam teori 
ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih 
kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan 
kejahatan perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat 
perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. Ketika anak 
menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), 
maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks 
seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai 
dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan 
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dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di 
mana manusia telah memegang posisi kehidupan yang 
mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan 
penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. 
b) Faktor lingkungan 
Socrates mengatakan bahwa manusia masih melakukan 
kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata 
baginya. Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang 
dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan 
yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. 
Sebab ada pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, 
maka murid pun akan kencing berlari oleh karena itu 
menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan 
kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun Negara.33 
Teori penyebab kejahatan menurut A.S Alam
34
 
1. Teori Labeling 
Tokoh-tokoh teori labeling adalah : 
a. Becker 
Menurut Becker kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si 
pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang 
berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan 
layaknya dala situasi tertentu. 
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b. Howard 
Howard berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 
dua bagian, yaitu: 
1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau labeling. 
2) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. 
Persoalan pertama dari labeling adalah memberikan label/cap 
kepada seorang yang sering melakukan kenakalan atau 
kejahatan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat 
dari reaksi masyarakat. 
Persoalan labeling kedua (efek labeling) adalah bagaimana labeling 
mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini 
memperlakukan labeling sebagai variabel yang independent atau variabel 
bebas. Dalam kaitan ini terdapat dua proses bagaimana labeling 
mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan 
penyimpangan tingkah lakunya 
c. Frank Tannenbaum 
Frank Tannenbaum menamakan proses pemasangan label kepada 
si penyimpang sebagai dramatisasi sesuatu yang jahat/kejam. Ia 
memandang proses kriminalisasi ini sebagai proses memberikan label, 
menentukan, mengenal (mengidentifikasi), memencilkan menguraikan, 
menekankan/menitikberatkan, membuat sadar , atau sadar sendiri. 
Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat. 
34 
2. Teori Konflik (Conflict Teory) 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. 
Pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dari 
eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa 
berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan 
penegakkan hukum  
Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya 
sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari 
dari hukum merupakan kodifikasi dari nilai-nilai sosial yang disepakati 
tersebut. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses 
dengan mana seseorang menjadi kriminal, tapi juga tentang siapa di 
masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan 
menegakkan hukum. 
 
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan dan 
pencegahan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (criminal 
policy). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 
luas, yaitu “kebijakan sosial” (social policy) yang terdiri dari 
“kebijakan/upaya-upaya (social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya 
untuk perlindungan masyarakat” (social defence policy).35 
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Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan 
(politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum 
pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“penal policy”), khususnya pada 
tahap kebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah 
kepada tercapai tujuan dari kebijakan sosial itu. 
Dan menurut Soerjono Soekanto:36 
“Dalam membicarakan usaha penanggulangan kejahatan dan 
penegakkan hukum tetap juga harus memperhatikan penegak 
hukum yang memikul tugas berat tersebut, yakni polisi dan jaksa. 
Ruang lingkup dan istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh 
karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung 
dalam bidang penegakkan hukum” 
 
Menurut Barda Nawawi yang harus diperhatikan dalam 
penanggulangan dan pencegahan kejahatan yaitu:37 
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang 
tujuan (“goal”), kesejahteraan masyarakat/social welfare dan 
perlindungan masyarakat/social defence. Kedua aspek ini yang 
sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan 
masyarakat yang bersifat immateriil, terutama nilai kepercayaan, 
kebenaran/kejujuran/keadilan. 
 
Sebagaimana yang telah diungkapakan A.S Alam bahwa 
penanggulangan kejahatan empiric terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:38 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
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Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, 
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secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. 
Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang mekipun ada 
kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NNK, yaitu: Niat 
ditambah Kesempatan maka terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah 
malam pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas 
tersebut meskipun waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu 
tejadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya 
di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang yang 
mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang 
ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan 
menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif 
kesempatan ditutup. 
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3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang 
tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Enrekang Sulawesi 
Selatan, khususnya pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten 
Enrekang dan masyarakat penjual minuman keras`tradisional sebagai 
objek penelitian penulis dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan 
peredaran minuman keras tradisional. 
 
B. Jenis dan Sumber data 
 Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan 
dua jenis data, yaitu : 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan 
mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang 
terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.  
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam 
penulisan skripsi ini.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun cara untuk mengumpulkan data,peneliti lakukan dengan 
teknik sebagai berikut : 
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a. Untuk mengumpulkan data primer, dilakukan dengan cara 
wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung 
dengan responden/narasumber dan pihak Kepolisian Resor 
(Polres) Kabupaten Enrekang. 
b. Untuk mengumpulkan data sekunder, dilakukan dengan 
mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah 
para sarjana, kamus-kamus, bahan-bahan laporan, dokumen 
atau arsip, dan beberapa refensi buku, yang ada kaitannya 
dengan skripsi ini.  
 
D. Analisis Data 
Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan 
atau menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak 
Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Enrekang dalam mencegah 
terjadinya kejahatan peredaran minuman keras tradisional, kemudian 
dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya 
diambil suatu kesimpulan.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Peredaran Minuman Keras  
Tradisional di Kabupaten Enrekang. 
1. Data Kasus Jumlah Kejahatan Peredaran Minuman Keras di 
Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2014. 
Jumlah kasus kejahatan peredaran minuman keras di Kabupaten 
Enrekang selama 6 tahun terakhir yaitu dimulai dari Tahun 2009 sampai 
dengan Tahun 2014 dapat kita lihat ada tabel dibawah ini. 
Tabel 1. 
Jumlah Kejahatan Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Enrekang 
 
No Tahun Jumlah Kasus Peredaran 
Minuman Keras yang Terjadi 
Keterangan 
1 2009 2 Kasus P21 
2 2010 1Kasus P21 
3 2011 3 Kasus P21 
4 2012 1 Kasus P21 
5 2013 2 Kasus P21 
6 2014 2 Kasus 1.P21 
2. Belum selesai 
Jumlah 11 Kasus  
Sumber : Polres Enrekang Tahun 2014. 
Setelah melihat tabel di atas, ada 11 kasus tentang minuman keras 
yang terjadi 6 Tahun belakangan ini mulai dari Tahun 2009-2014 di 
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Kabupaten Enrekang. Dan hampir semua kasus tersebut telah P21 atau 
telah dilanjutkan ke tingkat penuntutan di kejaksaan. Tinggal 1 kasus yang 
belum di serahkan ke Kejaksaan karena kasusnya baru-baru terjadi 
sehinggah berkasnya belum lengkap. 
Adapun bentuk-bentuk kejahatan penyalagunaan minuman keras 
yang terjadi dalam 6 tahun belakangan ini mulai dari Tahun 2009-2014 di 
Kabupaten Enrekang dapat kita lihat pada tabel 2 di bawah ini 
Tabel 2. 
Bentuk-Bentuk Kejahatan Penyalagunaan Minuman Keras di 
Kabupaten Enrekang. 
 
 No    Tahun Tertangkap Tangan, 
Mengkonsumsi Miras 
Tertangkap Tangan 
Memproduksi, Menyalurkan, 
Menjual Miras. 
1 2009 - 2 
2 2010 - 1 
3 2011 1 2 
4 2012 - 1 
5 2013 - 
 
2 
6 2014 - 2 
Jumlah 1 10 
Sumber: Polres Enrekang Tahun 2014 
 
Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah kasus 
tertangkap tangan mengkonsumsi minuman keras di Kabupaten Enrekang 
ada 1 kasus dan jumlah kasus tertangkap tangan memproduksi, 
menyalurkankan dan menjual minuman keras ada 10 kasus. Ini 
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menunjukkan bahwa selama 6 tahun terakhir ini kasus tertangkap tangan 
mengkonsumsi minuman keras masih  perlu diperhatikan karena yang 
penulis dapatkan di lapangan bahwa masih banyak para peminum yang 
berkeliaran di pelosok-pelosok desa. Seperti yang dikatakan Kaur Bin Ops 
Reskrim Polres Enrekang Aiptu Syafruddin (Tanggal 30 Desember 2014 
jam 14.05 di Polres Enrekang) : 
“ Memang setelah adanya Perda di Kabupaten Enrekang tentang 
Minuman Keras, orang yang memproduksi dan meminum 
minuman keras dilakukan secara sembunyi-sembunyi (kucing-
kucingan)”. 
 
Dan untuk mengetahui jenis minuman keras yang beredar di 
Kabupaten Enrekang selama 6 tahun terakhir ini (2009-2014) dapat kita 
lihat pada tabel 3 berikut ini. 
Tabel 3. 
Jenis Minuman Keras yang Beredar di Kabupaten Enrekang Tahun 2009-
2014. 
 
 
No 
 
Tahun 
 
Miras Produksi Pabrik  
 
Miras Tradisonal 
1 2009 1 1 
2 2010 - 1 
3 2011 1 2 
4 2012 - 1 
5 2013 1 1 
6 2014 1 1 
Jumlah 4 7 
Sumber: Polres Enrekang Tahun 2014. 
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Berdasarkan data pada Tabel 3 jumlah kasus dari penggunaan 
minuman keras hasil dari pabrik ada 4 kasus dan jumlah kasus dari 
penggunaan minuman keras tradisional ada 7 kasus. Dari Tabel 3 di atas 
dapat kita ketahui bahwa jumlah penggunaan atau jenis minuman keras 
yang banyak dikonsumsi oleh warga masyarakat di Kabupaten Enrekang 
adalah minuman keras tradisional berupa tuak/ballo. Ini disebabkan 
karena banyak pohon aren yang tumbuh di kebun milik warga di daerah 
Kabupaten Enrekang dan pembuatannya tidak repot. Seperti hasil 
wawancara langsung penulis kepada salah seorang pengkonsumsi 
minuman keras DBN (Nama di samarkan) 21 Tahun warga Kabupaten 
Enrekang mengatakan bahwa (hasil wawancara Tanggal 22 Desember 
2014 jam 22.30): 
“Saya lebih senang mengkonsumsi minuman keras tradisonal 
daripada minuman keras hasil pabrik karena biayanya lebih murah 
dan gampang ditemukan serta efek sampingnya lebih ringan 
dibanding minuman keras hasil pabrik”. 
 
2. Hasil Data Produsen, Pengedar dan Pengkonsumsi Minuman 
Keras Tradisional yang Penulis Dapatkan di Kabupaten 
Enrekang. 
Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan dilapangan 
mengenai produsen minuman keras tradisional cukuplah banyak. Penulis 
berhasil menemukan 9 orang yang berpropesi sebagai produsen minuman 
keras tradisonal atau ballo di Kabupaten Enrekang. Dan penulis berhasil 
mewawancarai langsung 5 orang yang diambil sebagai contoh (khususnya 
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di daerah Kec.Enrekang kota). Penulis memberikan pertanyaan mengenai 
alasan-alasan mereka melakukan produksi minuman keras tradisional di 
Kabupaten Enrekang. Dan setelah melakukan wawancara, alasan-alasan 
mereka melakukan memproduksi minuman keras tradisonal dapat kita 
lihat pada tabel 4 berikut ini. 
Tabel 4 
. Hasil Wawancara Dengan Produsen Minuman Keras  Tradisional Di 
Kabupaten Enrekang yang Penulis Dapatkan. 
 
1. SLM (nama disamarkan) Umur 50 Tahun, Pekerjaan PNS/Tani 
 Alasan SLM mengaku memproduksi minuman keras 
tradisional karena selain penunjang ekonomi, 
membuat minuman keras tradisional/ballo 
praktis membuatnya karena tidak sama 
dengan membuat gula merah. Selain itu 
pohon enau berada di kebunnya, jadi setelah 
membersihkan pohon coklatnya, dia 
langsung menyadap air enau di kebunnya 
juga. 
2. SLH (nama di samarkan), Umur 40 Tahun Pekerjaan Montir 
 Alasan SLH mengaku lebih praktis membuat 
minuman keras tradsional/ballo daripada 
membuat gula merah karena membuat gula 
merah butuh waktu yang lama 
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3. DTN, (nama disamarkan), Umur 37 Tahun Pekerjaan Tani 
 Alasan DTN mengaku membuat minuman keras 
tradisional karena faktor ekonomi, selain itu 
hasil panen di kebunya tidak sesuai yang ia 
harapkan, jadi dia membuat minuman keras 
tradisional/ballo sebagai sampingan. 
4. MWR (nama disamarkan) 30 Tahun, Pekerjaan Tani 
 Alasan MWR mengaku memproduksi minuman 
keras tradisional/ballo karena tergiur dengan 
keuntungan yang bisa didapatkan. 
5. SMB (nama disamarkan) AB, Umur 27 Tahun Pekerjaan Tani 
 Alasan SMB mengaku memproduksi tuak/ballo 
karena dikebunnya banyak tumbuh pohon 
enau dan sayang apabila tidak dimanfaatkan, 
selain itu harganya  cukup meyakinkan. 
Wawancara :Tanggal 21 Desember 2014 - 3 Januari 2015 
Setelah melakukan wawancara langsung kepada beberapa 
produsen miuman keras tradisional/ballo di Kabupaten Enrekang, seperti 
yang terlihat pada tabel 4, maka penulis menarik beberapa kesimpulan: 
1. Sebahagian besar orang yang memproduksi minuman keras 
tradisional adalah orang yang berpropesi sebagai petani, karena 
di kebun mereka banyak tumbuh pohon enau yang dapat 
disadap menjadi minuman keras tradisional/ballo. 
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2. Para produsen membuat minuman keras tradisional sebagai 
penunjang ekonomi karena tergiur dengan hasil penjualan 
minuman keras tradisional/ballo yang cukup tinggi. 
3. Para produsen minuman keras tradisional/ballo lebih berminat 
membuat ballo/tuak daripada membuat gula merah karena 
proses membuat gula merah membutuhkan waktu yang lama 
dan membutuhkan biaya tambahan. 
Seperti salah seorang narasumber penulis yang membuat 
minuman keras tradisional SLM (nama disamarkan) Umur 50 Tahun 
bekerja sebagai PNS yang mempunyai kebun dekat dari rumahnya juga 
mengatakan(hasil wawancara tanggal 21 Desember 2014 jam 23.10): 
“Saya membuat minuman keras tradisional/ballo karena tergiur 
juga dengan hasil penjualannya. Membuat ballo/tuak itu mudah 
karena tinggal disadap di pagi hari dan diambil sore harinya. Tidak 
seperti kalau kita bikin gula merah karena harus dimasak dulu dan 
setelah itu dicetak belum lagi cari kayu bakar untuk memasaknya. 
Kebetulan di kebun coklat saya banyak pohon enau, jadi kita bisa 
panen coklat atau membersihkan kebun, bisa juga menyadap 
pohon enau. Sebelum saya ke kantor, saya menyadap dulu serta 
menanbahkan daun khusus sebagai permentasinya, kemudian 
sore harinya setelah pulang kantor saya mengambil hasil dari 
sadapan pohon enau saya”. 
 
Selanjutnya, penulis melakukan wawancara langsung dengan 
para pengedar minuman keras tradisional/ballo di Kabupaten Enrekang. 
Penulis berhasil menemukan 9 orang yang melakukan peredaran 
minuman keras tradisional/ballo di Kabupaten Enrekang. Kemudian 
memberikan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 
mereka melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian penulis mengambil 5 
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alasan para pengedar sebagai contoh. Dari beberapa pertanyaan yang 
diajukan oleh penulis, maka alasan mengenai faktor-faktor yang menjadi 
penyebab mereka melakukan peredaran minuman keras tradisional/ballo 
di Kabupaten Enrekang dapat kita lihat pada tabel 5 di bawah ini. 
Tabel 5 
Hasil Wawancara Dengan Pengedar Minuman Keras  Tradisional Di 
Kabupaten Enrekang. 
 
1 SLH (Nama di Samarkan) Umur 40 Tahun, Pekerjaan Montir 
 Alasan SLH mengatakan alasan dia mengedarkan 
minuman keras tradisional/ballo bahwa selain untuk 
mencari keuntungan biasanya dikenal dengan 
adanya pertukaran minuman keras tradisional/ballo 
itu dengan barang yang dibutuhkan oleh si 
pengedar (barter). Sehinggah barang yang dibutuh 
dapat terpenuhi tanpa membelinya lagi. 
 
2 BHN (Nama di Samarkan) Umur 23 Tahun, Pekerjaan Tani 
 Alasan BHN mengatakan alasan dia mengedarkan 
minuman keras tradisional/ballo karena disuruh dari 
keluarganya yang juga memproduksi minuman 
keras tradisional. Selain itu, untuk mengambil 
keuntungan di dalamnya untuk membeli rokok. 
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3 DBN (Nama di Samarkan) Umur 21, Pelajar 
 Alasan DBN mengatakan biasanya dia mengedarkan 
hanya kepada teman-temannya atau teman dari 
temannya tersebut. Selain itu, alasan dia 
mengedarkan minuman keras tradisional/ballo 
hanya untuk memperluas jaringan pertemanan dan 
mengambil keuntungan sedikit didalamnya. 
 
4 T.Y (Nama di Samarkan) Umur 25, Pekerjaan Petani 
 Alasan T.Y mengatakan alasan dia mengedarkan minuman 
keras tradisional/ballo selain alasan ekonomi dia 
juga biasanya dipanggil untuk ikut bersama-sama 
menikmati minuman keras tradisional/ballo bersama 
orang yang membeli minuman keras 
tradisional/ballo yang diedarkannya tersebut.  
 
 
5 C.P (Nama di Samarkan) Umur 19 Tahun, Pekerjaan Pelajar 
 Alasan C.P mengedarkan minuman keras hanya untuk 
memperluas pertemanan dan sebagai penambah 
uang jajan dan pembeli bensin karena dia tidak 
tinggal bersama kedua orang tuanya 
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Setelah melihat tabel diatas, penulis menyimpulkan bahwa 
peredaran minuman keras trdisional/ballo dipengaruhi oleh faktor-faktor 
sebagai berikut : 
1. Faktor Ekonomi 
Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah di Sulawesi 
Selatan yang masih berkembang, sebahagian masyarakatnya 
masih berpenghasilan rata-rata atau rendah. Dan kebanyakan 
penduduk di Kabupaten Enrekang bekerja untuk menafkahi 
keluarganya dengan bercocok tanam atau bertani. Untuk 
menambah penghasilan kebutuhan hidupnya, sebahagian dari 
mereka melakukan pekerjaan yang mestinya tidak perluh 
dilakukan karena dapat menjerat dirinya sendiri di hadapan 
hukum. Yaitu dengan cara mengedarkan minuman keras 
tradisional/ballo. 
2. Faktor Keluarga 
Faktor ini juga sangat berpengaruh karena sebahagian dari 
pengedar yang penulis dapatkan adalah pelajar yang jauh dari 
orang tuanya/tidak tinggal dengan orang tuanya. Mereka jauh-
jauh dari kampung untuk menuntut ilmu, setelah kehabisan 
uang atau kiriman mereka mengedarkan minuman keras 
tradisional/ballo untuk kebutuhan hidupnya. Jadi menurut 
penulis, orang tuanya harus mengawasi atau memberikan 
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arahan kepada anaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 
3. Faktor Sosial 
Menurut penulis, faktor sosisal ini juga sangat berpengaruh 
karena selain alasan ekonomi, mereka juga mengedarkan 
minuman keras tradisional/ballo untuk memperluas jaringan 
pertemanan. Karena menurut mereka minuman dapat 
mempererat tali persaudaraan mereka. Tapi menurut penulis, 
memang dapat mempererat tali persaudaraan hanya dengan 
kelompoknya, tapi dengan kelompok lain belum tentu. Dan 
sebaiknya mereka mencari teman bukan melalui cara-cara yang 
demikian. Masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk 
menambah teman. Salah satunya adalah melalui bidang olaraga 
dan seni. 
Setelah mewawancarai produsen dan pengedar minuman keras 
tradisional/ballo di Kabupaten Enrekang, penulis mencari data para 
konsumen minuman keras tradisional/ballo di Kabupaten Enrekang 
(khususnya di wilayah Kecamatan Enrekang Kota). Penulis berhasil 
menemukan 11 konsumen minuman keras tradisional/ballo dan 
mengambil 7 alasan konsumen sebagai contoh karena alasan mereka 
menurut penulis hampir sama, kemudian penulis memberikan pertanyaan-
pertanyaan mengenai alasan mereka mengkonsumsi minuman keras 
tradisional/ballo seperti pada tabel 6 di bawah ini. 
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Tabel 6 
Hasil Wawancara Dengan Konsumen Minuman Keras  Tradisional Di 
Kabupaten Enrekang yang Penulis Dapatkan. 
 
1 AYG (Nama di Samarkan) Umur 33 Tahun, Pekerjaan Penjahit 
 Alasan AYG mengatakan bahwa alasan dia 
mengkonsumsi minuman keras 
tradisional/ballo hanya untuk menghilangkan 
rasa capek setelah dia melakukan 
pekerjaannya. Dan juga sebagai pengantar 
tidur di malam hari 
2 AKBR (Nama di Samarkan) Umur 27 Tahun, Pekerjaan Polisi 
 Alasan AKBR mengatakan alasan dia 
mengkonsumsi minuman keras tradisional 
karena dia menjalankan tugasnya di 
kepolisian, dia sebagai intel di kepolisian 
mencari data salah satunya bergaul dengan 
para peminum. Selain itu dia mengatakan 
selain menjalankan tugas, alasan dia 
mengkonsumsi minuman keras tradisional 
untuk menghilangkan rasa stres. 
3 BNCS (Nama di Samarkan) Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar 
 Alasan BNCS mengatakan alasan dia 
mengkonsumsi minuman keras 
tradisional/ballo hanya ingin santai bersama 
52 
teman-teman dan sebagai pengantar tidur. 
4 BRHN (Nama di Samarkan) Umur 45 Tahun, Pekerjaan PNS 
 Alasan BRHN mengatakan alasan dia 
mengkonsumsi minuman keras 
tradisional/ballo untuk menghilangkan rasa 
stress dan sebagai pengantar tidur serta 
kumpul bersama teman-teman lamanya. 
 5 FTLY (Nama di Samarkan) Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar 
 Alasan FTLY mengatakan dia mengkonsumsi 
minuman keras tadisional untuk memperluas 
pertemanan dan menghilangkan sejenak 
masalah yang dihadapi. 
 6 DBN (Nama di Samarkan) Umur 21 Tahun, Pekerjaan Pelajar 
 Alasan DBN mengatakan alasannya menkonsumsi 
minuman keras tradisional tersebut untuk 
menggemukkan badannya yang kurus. 
Karena minuman keras tradisional memang 
dapat menggemukkan orang yang 
meminumnya serta pengantar tidur di malam 
hari 
7 CP (Nama di Samarkan) Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar 
 Alasan CP mengkonsumsi minuman keras 
tradisional dengan alasan selain mencari 
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teman, juga meghilangkan stress dengan 
masalah kedua orang tuanya yang selalu 
bertengkar dan berada di ambang perceraian 
 
Dari data yang terlihat pada tabel 6 diatas, penulis menyimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengkonsumsi 
minuman keras tradisional/ballo yaitu: 
1. Faktor Lingkungan Sosial 
Faktor ini merupakan alasan mereka mengkonsumsi minuman 
keras tradisional, mereka yang dulunya bukan peminum 
akhirnya menjadi peminum karena bergaul dengan orang yang 
suka minum. Sehinggah mereka terjerumus dalam pergaulan 
yang tidak benar. Selain itu, menurut mereka melalui minuman 
mereka dapat menambah teman. 
2. Faktor Keluarga 
Apabila dalam suatu keluarga terjadi percekcokan antara kedua 
orang tua, biasanya anak yang akan merasakan sakit yang luar 
biasa, dan dapat melampiaskannya melalui kenakalan 
contohnya mengkonsumsi minuman keras. Seharusnya orang 
tualah atau keluarga yang memberikan contoh yang baik 
kepada anak-anaknya, bukan malah mereka yang merusak 
masa depan buah hatinya. 
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3. Karena Tugas Negara 
Hanya sebahagian dari mereka yang mempunyai alasan 
mengkonsumsi minuman keras karena tugas. Biasanya yang 
mengkonsumsi hanya karena tugas adalah polisi yang sedang 
mencari informasi yang berbaur dengan masyarakat. 
4. Sebagai penghilang stress/Pengantar tidur 
Rata-rata jawaban yang didapatkan oleh penulis mengenai 
alasan para konsumen menikmati minuman keras 
tradisional/ballo adalah untuk menghilangkan rasa stress dari 
masalah yang dihadai ataupun menghilangkan rasa capek atas 
pekerjaan yang dikerjakan. Dan yang paling penting menurut 
mereka adalah minuman keras tradisional tersebut mereka 
jadikan sebagai pengantar tidur. 
 
B. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi 
Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten 
Enrekang. 
Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan 
peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang oleh aparat 
yang berwenang dalam hal ini adalah aparat pihak kepolisian Resort 
Enrekang dibantu oleh Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh 
masyarakat/agama serta segenap masyarakat yang berpartisipasi 
didalamnya adalah melalui tiga upaya, yaitu : 
 
55 
1. Upaya Pre-Emtif 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
secara pre-emtif untuk peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten 
Enrekang adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik di 
masyarakat Kabupaten Enrekang sehinggah nilai tersebut dapat 
ditanamkan dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Enrekang. 
Walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi karena 
niatnya tidak ada karena telah ditanamkan nilai-nilai yang baik dalam 
dirinya, maka seseorang tidak akan melakukan kejahatan. 
Seperti hasil wawancara penulis dengan Kaur Bin Ops Reskrim 
Polres Enrekang Aiptu Syafruddin (Tanggal 30 Desember 2014 jam 14.05 
di Polres Enrekang) mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras 
tradisional di Kabupaten Enrekang melalui upaya Pre-emtif adalah : 
1. Memberikan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah baik itu di 
tingkat SMP maupun di SMA mengenai bahaya dari minuman 
keras. Terkhusus di masyarakat, aparat kepolisian biasanya 
memberikan penyuluhan setelah melakukan shalat Jum’at di Masjid 
mengenai minuman keras. 
2. Bekerjasama dengan pihak sekolah, orang tua, tokoh-tokoh agama, 
tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat 
yang terlibat didalamnya untuk mencegah terjadinya peredaran 
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minuman keras dengan cara memberikan arahan atau nasehat 
mengenai dampak dari minuman keras itu sendiri 
3. Memasang baliho-baliho dan famplet di tempat yang strategis yang 
dapat dilihat oleh banyak orang mengenai bahaya dari minuman 
keras. 
2. Upaya Preventif 
Upaya preventif ini lebih menekankan pada menghilangkan 
kesempatan untuk melakukan kejahatan. Biar ada niat jahat dari 
seseorang, tetapi kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan 
maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Upaya Preventif yang dilakukan 
pihak kepolisian menurut Kaur Bin Ops Reskrim Polres Enrekang Aiptu 
Syafruddin (Tanggal 30 Desember 2014 jam 14.05 di Polres Enrekang) 
adalah : 
1. Melakukan operasi penyelidikan di tempat yang diduga menjadi 
tempat penjualan/produksi minuman keras tradisional, serta tempat 
yang sering ditempati untuk meminum minuman keras tradisional. 
2. Bekerjasama dengan masyarakat agar melaporkan apabila terjadi 
peredaran minuman keras, baik itu orang yang menjual, 
memproduksi, maupun yang mengkonsumsi minuman keras. 
3. Memberikan pengawasan secara wajar dengan melakukan patroli 
rutin disetiap tempat yang rawan akan peredaran minuman keras 
tradisional di Kabupaten Enrekang melalui kamtibmas. 
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3. Upaya Represif 
Upaya represif ini merupakan upaya yang terakhir yang dilakukan 
pada saat terjadi kejahatan yang tidakannya adalah berupa penegakan 
hukum. Apabila upaya Pre-emtif dan Preventif telah dilakukan dan belum 
terjadi apaya yang diharapkan, maka jalan satu-satunya adalah dengan 
cara Represif. Orang yang melakukan kejahatan peredaran minuman 
keras Khususnya di Kabupaten Enrekang, akan diberi sanksi tegas sesuai 
dengan Peraturan Daerah yang ada mengenai larangan peredaran 
minuman beralkohol di Kabupaten Enrekang. 
 
C. Kendala-Kendala yang Di Hadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam 
Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Tradisional Di 
Kabupaten Enrekang. 
Polisi dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi atau 
mencegah terjadinya peredaran minuman keras tradisional/ballo di 
Kabupaten Enrekang pasti tidak berjalan dengan mulus saja. Banyak 
kendala-kendala atau rintangan yang dihadapi. Menurut penulis, untuk 
melakukan suatu kebaikan maka dibutuhkan usaha, pengorbanan dan 
tentunya dihadapakan oleh suatu masalah yang datang menghampiri. Dan 
dari masalah atau rintangan yang kita hadapi tersebut menjadi motivasi 
dan pengalaman untuk lebih baik kedepannya. 
Adapun hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan dan 
penjelasan dari pihak kepolisian mengenai faktor-faktor yang menjadi 
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kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras 
tradisional/ballo itu sendiri adalah: 
1. Tempat produksi dan tempat untuk meminum minuman keras 
tradisional itu sulit dijangkau karena berada di pelosok-pelosok 
desa. Seperti yang diungkapkan Kaur Bin Ops Reskrim Polres 
Enrekang Aiptu Syafruddin (Tanggal 30 Desember 2014 jam 14.05 
di Polres Enrekang): 
“kita pihak kepolisian dalam hal melakukan penyelidikan biasanya 
terkendala oleh faktor dimana tempat memproduksi minuman keras 
dan tempat meminum minuman keras tradisional itu berada di 
pelosok-pelosok desa maupun tempat yang tidak dijangkau oleh 
kendaraan. Sehinggah operasi yang kita lakukan biasanya kurang 
memuaskan” 
 
2. Sebahagian dari konsumen biasanya membeli minuman keras 
tradisional di wilayah Kabupaten Enrekang dan meminumnya 
dibagian perbatasan antara Kabupaten Enrekang dengan Tana 
Toraja. Dan setelah minum di perbatasan mereka mabuknya di 
kabupaten Enrekang. Seperti yang disampaikan Kaur Bin Ops 
Reskrim Polres Enrekang Aiptu Syafruddin (Tanggal 30 Desember 
2014 jam 14.05 di Polres Enrekang) : 
“faktor yang kedua yang menjadi permasalahan dalam 
menanggulangi peredaran minuman keras tradisional/ballo di 
Kabupaten Enrekang adalah tempat membeli minuman keras 
tradisionalnya di Kabupaten Enrekang, Minumnya di perbatasan 
Kabupaten Enrekang dengan Tana Toraja, dan mabuknya kembali 
ke Kabupaten Enrekang. Dan itu belum diatur dalam Perda” 
 
3. Kadar alkohol dari minuman keras tradisional/ballo sulit 
diidentifikasi apabila sudah beberapa hari, karena minuman keras 
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tradisional/ballo tersebut jika lama didiamkan akan menjadi cuka. 
Sedangkan minuman keras tradisional tersebut akan menjadi 
barang bukti yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. 
4. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 
membantu menanggulangi peredaran minuman keras 
tradisional/ballo di Kabupaten Enrekang. Setidaknya mereka 
membantu dalam hal melaporkan kepada pihak yang berwajib 
dalam hal ini adalah kepolisian, urusan penyelidikan dan 
penangkapan kita serahkan kepada mereka (pihak/aparat 
kepolisian). 
Menurut penulis, bantuan masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal 
melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat 
itu sendiri karena polisi tidak selamanya berada dalam suatu kejadian 
yang terjadi dalam masyarakat. Tapi yang terjadi di masyarakat dewasa ini 
adalah masih kurangnya peran serta masyarakat karena mereka takut 
melaporkan kepada pihak yang berwajib disebabkan orang yang mau 
dilaporkan adalah satu kampung sendiri dan biasanya dalam suatu 
kampung itu masih ada hubungan keluarga. 
Sebahagian dalam masyarakat juga biasanya melaporkan kejadian 
kepada pihak yang berwajib karena ada dendam atau masalah kepada 
orang yang menjadi terlapor. Harapan penulis adalah masyarakat harus 
membantu pihak yang berwajib dalam hal ini adalah kepolisian dalam 
menanggulangi peredaran minuman keras tradisional ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka penulis 
dapat menyimpulkan bahwa : 
1. A. Faktor-faktor atau alasan masyarakat memproduksi minuman keras 
tradisional/ballo di Kabupaten Enrekang pada khususnya adalah: 
a. Sebahagian besar orang yang memproduksi minuman keras 
tradisional adalah orang yang berpropesi sebagai petani, karena 
di kebun mereka banyak tumbuh pohon enau yang dapat 
disadap menjadi minuman keras tradisional/ballo. 
b. Para produsen membuat minuman keras tradisional sebagai 
penunjang ekonomi karena tergiur dengan hasil penjualan 
minuman keras tradisional/ballo yang cukup tinggi. 
c. Para produsen minuman keras tradisional/ballo lebih berminat 
membuat ballo/tuak daripada membuat gula merah karena 
proses membuat gula merah membutuhkan waktu yang lama 
dan membutuhkan biaya tambahan. 
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kabupaten 
Enrekang mengedarkan minuman keras tradisional/ballo adalah: 
a. Faktor Ekonomi 
b. Faktor Keluarga 
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c. Lingkungan Sosial 
C. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kabupaten 
Enrekang mengkonsumsi minuman keras tradisional/ballo adalah: 
a. Faktor Lingkungan Sosial 
b. Faktor Keluarga 
c. Karena Tugas Negara 
d. Sebagai Hiburan/penghilang rasa stress dan pengantar tidur. 
2. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten 
Enrekang, yaitu: 
a. Upaya Pre-emtif 
1) Memberikan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah baik itu di 
tingkat SMP maupun di SMA mengenai bahaya dari minuman 
keras. Terkhusus di masyarakat, aparat kepolisian biasanya 
memberikan penyuluhan setelah melakukan shalat Jum’at di 
Masjid mengenai minuman keras. 
2) Bekerjasama dengan pihak sekolah, orang tua, tokoh-tokoh 
agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta 
masyarakat setempat yang terlibat didalamnya untuk 
mencegah terjadinya peredaran minuman keras dengan cara 
memberikan arahan atau nasehat mengenai dampak dari 
minuman keras itu sendiri. 
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3) Memasang baliho-baliho dan famplet di tempat yang strategis 
yang dapat dilihat oleh banyak orang mengenai bahaya dari 
minuman keras. 
b. Upaya Preventif 
1. Melakukan operasi penyelidikan di tempat yang diduga 
menjadi tempat penjualan/produksi minuman keras 
tradisional, serta tempat yang sering ditempati untuk 
meminum minuman keras tradisional. 
2. Bekerjasama dengan masyarakat agar melaporkan apabila 
terjadi peredaran minuman keras, baik itu orang yang 
menjual, memproduksi, maupun yang mengkonsumsi 
minuman keras. 
3. Memberikan pengawasan secara wajar dengan melakukan 
patroli rutin disetiap tempat yang rawan akan peredaran 
minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang melalui 
kamtibmas. 
c. Upaya represif 
Langsung diproses dan diberi sanksi tegas sesuai dengan 
Peraturan Daerah yang ada mengenai larangan peredaran 
minuman beralkohol di Kabupaten Enrekang. 
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3.   Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam 
menanggulangi peredaran minuman keras tradisional/ballo di 
Kabupaten Enrekang, yaitu: 
a). Tempat produksi dan tempat untuk meminum minuman keras 
tradisional itu sulit dijangkau. 
b). Sebahagian dari konsumen membeli minuman keras tradisional 
di wilayah Kabupaten Enrekang dan meminumnya dibagian 
perbatasan kemudian mabuknya di kabupaten Enrekang. 
c). Kadar alkohol dari minuman keras tradisional/ballo sulit 
diidentifikasi apabila sudah beberapa hari. 
d). Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 
membantu menanggulangi peredaran minuman keras 
tradisional/ballo di Kabupaten Enrekang.  
 
B. Saran 
Dan dari penulis, ada beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan 
bahan pertimbangan dalam menanggulangi peredaran minuman keras 
tradisional/ballo khususnya di Kabupaten Enrekang. 
1. Yang pertama adalah bagaimana cara pemerintah untuk 
meyakinkan kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai yang 
baik di dalam masyarakat yang telah tergusur oleh budaya-budaya 
yang tidak baik. 
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2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa minuman 
keras dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. 
3. Apabila kedua cara diatas belum memberikan dampak yang baik, 
maka cara selanjutnya adalah operasi kepada produsen-produsen 
minuman keras tradisional/ballo lebih ditekankan atau diberikan 
perhatian yang ekstra. Karena apabila produsen-produsen 
minuman keras tradisionalnya yang berkurang, maka otomatis 
pengedar dan konsumen dari minuman keras tradisional/ballo juga 
akan berkurang. Jadi menurut penulis, seandainya peredaran 
minuman keras tradisional/ballo ini adalah sebuah tanaman, maka 
untuk menghilangkan atau menyingkirkannya secara efektif adalah 
langsung mencari atau menggali akar dari tanaman tersebut.  
4. Dan yang terakhir adalah lebih mengefisienkan Perda yang ada 
sehinggah peredaran minuman keras tradisional setidaknya bisa 
dikurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat diatasi. Amin. 
 
Menurut penulis, cara yang telah dijelaskan diatas adalah cara 
yang cukup efektif dalam menanggulangi peredaran minuman keras 
tradisional di Kabupaten Enrekang pada khususnya. Dengan adanya 
keyakinan yang tumbuh dalam masyarakat untuk memperbaiki diri sendiri, 
maka penulis yakin kehidupan yang akan dijalani kedepannya akan lebih 
baik lagi. Karena penulis juga pernah mendengar seorang penceramah 
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yang mengatakan bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum apabila 
kaum itu sendiri yang tidak merubahnya.  
Mudah-mudahan saran dari penulis dapat menjadi pertimbangan 
bagi orang yang membaca skripsi ini, sehinggah peredaran minuman 
keras di daerah-daerah tertentu dan di Kabupaten Enrekang pada 
khususnya, kalau tidak bisa dihentikan setidaknya bisa berkurang. 
Sehinggah masyarakat kita sehat dan tidak terjerumus dari pergaulan 
yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang di lingkungan sekitarnya. 
Dan kehidupan kita lebih baik kedepannya Amin. 
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